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Dalagm dunis perdagangan ditemui ada perusshaasn -
peru3ahaan yang maju delam mepnzelola usahanya dan ada
pula yang tidak ada perkembangan 2ama sekall dan akhir
hya mepzalaml Keruglian bahkan 3ampal m2ncapai keadaan-
pailit a<an bankrupt,

Bagl perusahaan yang jatuh pailit ini penyeleaai
annya diatur melslui Peraturan Kepailit tersebut 1905-
Me,217 jo sth 1306 No, S4B,

Tujosn diadakan penelitian inil adalsh untuk menge
tahul apakah peraturan yang mengatur tentang kepailit-
an tersebut sujah dilaksanakan senurut semestinya ter-
hadap perusshaan-perusahaan yang jatuh pailit.

Dalsm penellitisn ini dipakal dua metode peneliti
an yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan data
primer dan penelitian perpustaksan dengan mengumpulkan
dats sekunder,

Hasll yang dipercleh dalam penelitian ini edalsah
belum diperlakukan Ketentuan mengenai peraturan kepail-
litan ter2ebut terhadap perusahaan-perydahaan yang Jja-

tuh pailit,



I. PERDAHUL U AT

4. Iatar Belakng.

Kegdasan maju mundurnya suatu perudshaan sudsh meru
pakan suatu keadsan yang sering dialami oleh orang-orang
yang bergerak dalam dunia perdagangan, Bazi perusghaan -
yvang menzalami kemunduran dan akhirnya sampai menzalsmi
pailit timbul suatu permasalanan bagaimana carsz perusahsa
ar yang jatuh pailit tersebut menyelesaikan hutanz-hutang
nya kepada para krediturnya.

Dalam penyelesalan hutang-hutang ini kadanz-kadang
ditempuh dengan jalan Kekerasan aepertl terjadi perkela-
hian, menzeluarkan nada anceman yang dilakukan oleh kre-
ditur agar 81 debitur Takut den mau membsyar hutanznya .
Eemudian ada juga yang diselesaikan secars kekeluargaan,
dan yang terakhir sekali ads yang langsung melibatkan pi
hak kepolisian untuk menyelesaikan hutang-hutanz ini,

Berdasarkan hal-hal di atas tadi, sebenarnya inilsh
yang melatar belakangil diadakan penelitian tentang kepai-
litan, agar dapat diketahui bsgaimsns seharusnya prosedur
yang harus ditempuh dalem penyelesaian hutang-hutang dari

suatu perusahaan yang Jatuh pailit,

B, Masalah Fepelitian.

Pads dazarnya uraiasn di atas telah mengandung perma
galahan yang hendak dlbahas yaitu ingin melihat seberaps-
jauh di berlakukan peratursn mengenal kepailitan ini, Apa

kah peraturan ¥epallitan tersebut dapat menampunz kebutuh



IV. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian,
Iokasi penelitian dilakuksn pads daerah hukum Pengzg -
dilan Hegerl Padang.
E. Tipe Penelitian,
Beraifat juridis normatif dan deaskriptif anaiisis,
0. Jenla dan Sumber Data,
Dalam penelitian ini Jjerls dats yang dipergunakan
meliputi data primsr dan data aekunder.
D, Alat Pencumpulan Data.
Terdiri dari
= Studl dokumen terutama pads behapn-bahasn pustaks dan
peraturan-peraturan perundang-undangan, derta putus
an-putusan pengadilan yang ada Kaitannya dengan Ke-
pailitan.
- Wawaneara,
Ini dilakukan secara langaung dengan plhak-plhak -
yang terkait,
E, Analisa Data,

Data yanz dipercleh disajikan secara kwalitatif,

V., HASIL DAN PEMEAHASAN

A. Pelaksanaan Dalam Praktek.
Darl hsail penelitian yang penulis lakukan maka -
ternyata sejak tahun 1948 sampal sekaranz masalsh Kepal-

litan ini tidak pernah sampal atau dibaws ke Pengadilan,



VI, EESIMPULAN DAN SARAN

A. Eeaimpulsn,

1. Pengzatursn mengenai kepailitan di temui dalam 3tb.
1905 No. 217 j0 5th 1906 Ho, 548,

2. Yang dapat dinyatakan pailit adalzsh :
= JBmua orang
- Badan-badan hukum
- Harta warisan
- 3etiap pereémpuan yanz bersuami,

3. YTang dapat meminta kepallitan
- 3i debitur
= 3i kKreditur
~ Jaksa.

4. Tidak ada dijumpai kssus kepailitan ini di Pengadil
an NezZeri Padang,.

5. Tidak ada bhadan ¥ang mengelola budel pailit dikeota
Padang, @ebh Balai Harta Peninggslan Padang, sejak
tahun 1987 dihapuskan dan kembali BEP Padang ini -
bergabung denzan BHP Medan,

6. DEngzan masyarakat berurusan dengan 8ozl kepailitan
ini,

7. Walsupun secara materil masalah kepailitan inil di-
temui, akan tetapi penyelesaiannya ditempuh secara

kekeluargaan,

BE. Saran- 3aran.

1. Dalam rangka mengatzsi kepailitan/bangkrut diperlu
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kan suatu undsng-undang yang dapat menampunz kebutuh
an dan perkubangan maayarakst dewasa ini,

Perlu diadakan penyuluhan hukum kepads masyarakst -
umumnys dan pedagang khususnys mengenal peraturan ke
pailitan,

Ferlu diadakan peninjauan Kembali fterhadap peraturan
kepailitan hasil peninggalan zaman Belanda apakah mag
8ih cocok dengan suasana Indonesis merdeka sekarang
ini,

Bagzl pihak-pihak yang terkait (hakim, jaksa, dosen )
yang menzetahui tentang persturan Kepailitan ini ha-
rus dapat hendaknya memasyarakatkan peraturan ini -
apakah dalam bentuk ceramah, penyuluhan hukum dan se
bagainya.

Tiharapkan lahir peraturan yang mepgatur Tentang ke-
pailitan ini bhzail produk Indoneaisz merdeka yang ti-
dak terlalu berbelit-helit dan rumit dalam pelaksana

annya.
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